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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap
Tempat/TanggallLahr
Pendidkan

Jabatan

RwayatJabatan

H. Sutamidji, S.H., M.Hum
Pontianak f 29 November 1962

Sanana Hukum Universitas Tanjungpura
Magister Humaniora Universitas Indonesia

Gubemur Kalmantan Barat
Periode 2018 -2023

= Dosen Fakultas Hukum Universitas
Tanjungpura 1987-2000

= Dosen Fakultas Hukum Universitas
Panca Bhakti

= Anggofa DPRD Kota Pontianak 1999-
2003

=  Wakil Walkota Pontianak 2003-2008

=  Walkota Pontianak 2008-2013 dan
2013-2018

=  GubemurKalmantan Barat2018-2023

H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.

Gubernur Kalimantan Barat Periode 2018 - 2023




VISI & MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTANBARAT

(RPJMD 2018-2023)

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan

¥
m 1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan
prinsip-prinsip Good Governance

3.  Mewujudkan kualitas hidup masyarake.
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera (
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
6. Mewujudkan pembangunan berwawasa
ULTIMATE 1. Meningkatnya perekonomian

OUTCOME |

masyarakat yang merata

e




- STATUS DESA ]HMLAH (desa) [®

MANDIRI

MAJU

BERKEMBANG
TERTINGGAL
SANGAT TERTINGGAL

TOTAL DESA di PROV KALBAR



http://idm.kemendesa.go.id/

N

STATUS IDM KALBAR TAHUN 2018, 2019 dan 2020

JUMLAH STATUS DESA
IO Rshupaten kec | pesa |SANGAT TERTINGGAL TERTINGGAL BERKEMBANG MAJU MANDIRI
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 773 I O ) 0 D ¥ 7 I 77 N -0 750 7 I 70 O )
1 [SAMBAS 19| 193| 18 3 -| 99| 45 1| 71| 108 81 5 29 (BT - 8| 38
2 [MEMPAWAH 9 60 2 - -l 21 2 2| 30 7 6 7| 35 [ -| 16| 29
3 [SANGGAU 15| 163| 24 - -| 96| 73| 49| 37| 66| 81 6 19 25 - 5 8
4 |KETAPANG 20| 253| 88| 36 4| 103| 9| 67| 54| 91| 119 8| 18| 33 -1 12| 30
5 |SINTANG 14| 39| 212| 86 1| 148| 180 143| 29| 104 | 161 1| 14| 56 - 6| 29
6 [KAPUASHULU | 23| 278 | 124 3 -| 125| 75| 43| 25| 169| 184 4| 23| 32 - 8| 19
7 |BENGKAYANG | 17| 122 26 2 -| 74| 48| 31| 20| 63| 64 2 6| 21 - 3 6
8 [LANDAK 13| 156 65| 26 7| 72 99| 99| 17| 20| 39 2 8 6 - 3 5
9 [SEKADAU 7 87 8 4 -| so| 43| 21| 25| 30| 43 4 6 11 - 4| 12
10 [MELAWI 11| 169| 93| 47 -| 63| 8| 99| 13| 32| 48 - 3| 14 - 4 8
11 [KAYONG UTARA 6 43 1 - - 17 7 -1 20| 26| 30 4 6 8 1 N 5
12 [KUBU RAYA 9| 117| 16 1 -| 60| 30| 11| 31| 51| 51| 10 21| 30 -l 14| 25
TOTAL 163 | 2,031| 677 | 208| 12| 928| 781 | 566| 372 767 907 53| 188 | 332 1| 87| 214




KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG) DI KALBAR

LUAS PROVINSI
KALBAR
(14.680.790 Ha)

LUAS KAWASAN
HIDROLOGIS
GAMBUT (124 KHG)

( Sesuai Kepmenhut
SK.129/MENLHK/SETJ
EN/PKL.0/2/2017 )
(2.801.447 Ha/21,91%)

LUAS NON KAWASAN
HIDROLOGIS GAMBUT
(11.879.343
Ha/80,92 %)

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam 1.621.046 Ha
KHG 65.602,32 Ha

FE Lindung 65.602,32 Ha

Kawasan Hutan Lindung 2.310.874 Ha
KHG 235.693,07 Ha
FE Lindung 65.602,32 Ha

Kawasan Hutan Produksi 4.641.190 Ha
KHG 860.425,71 Ha

FE Lindung 367.817,76 Ha

FE Budi daya 492.607,95 Ha

Areal Pengunaan Lain (APL) 6.291.190 Ha
KHG 1.630.408,29 Ha

FE Lindung 448.132,99 Ha

FE Budi daya 1.182.275,30 Ha

Produksi Terbatas 2.310.874 Ha
KHG 147.066,58 Ha

FE Lindung 96.689,51 Ha

FE Budi daya 50.377,07 Ha

Produksi Konversi 197.918 Ha
KHG 110.767,10 Ha

FE Lindung 42.135,39 Ha
FE Budidaya 68.631,72 Ha

Produksi Biasa2.132.398 Ha
KHG 602.592,03 Ha

FE Lindung 275.305,31 Ha
FE Budi daya 327.286,72 Ha




Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan
di Provinsi Kalimantan Barat 6 Tahun Terakhir

NO TAHUN LUAS (Ha)

93.515,80
9.174,19
7.467,33

68.422,03

151.070,00

2.500,00
(per 30 Agustus 2020)

Sumber: sipongi.menlhk.go.id



TINGKAT KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN DAN

LAHAN TAHUN 2020
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Sangat Tinggi
3.361
3.752

23.500
5.873
376
1.867
54.144
3.295
524
371
7.393
9.060
2.300
5391
121.706

‘Sangat Tinggi

kabupaten Sedang Tinggi
BENGKAYANG 152.593 315.254
KAPUAS HULU 628.940 820.881
KAYONG UTARA 99.352 154.803
KETAPANG 981.094 | 1.180.157
KOTA PONTIANAK 263 9.676
KOTA SINGKAWANG 9.704 34.523
KUBURAYA 275.553 552.176
LANDAK 232.124 508.860
MELAWI 286.742 422.351
MEMPAWAH 55.980 127.807
SAMBAS 156.776 372.660
SANGGAU 397.475 777.721
SEKADAU 150.661 362.338
SINTANG 677.029 967.835
Grand Total 4.105.284 | 6.647.082
UPT KPH edang Tinggi
BENGKAYANG 51.104 63.084
KAPUAS HULU SELATAMN 137.717 112.458
KAPUAS HULU TIMUR 92.630 31.705
KAPUAS HULU UTARA 125.640 131.669
KAYONG 115.113 134.569
KETAPANG SELATAN 256.862 144.480
KETAPANG UTARA 197.578 161.256
KUBU RAYA 143.146 165.340
LANDAK 57.934 82.449
MELAWI 210.816 221.7230
MEMPAWAH 43.494 55.536
SAMBAS 45.436 53.735
SANGGAU BARAT 68.117 140.029
SANGGAU TIMUR 141.532 152.964
SEKADAU 46.684 39.563
SINTANG TIMUR 336.649 208.938
SINTANG UTARA 105.665 121.767
Grand Total 2.180.517 | 2.021.273




DESA KALBAR POTENSI TINGGI RAWAN
KARHUTLA TERSEBAR DI - 322 DESA

KAB. BENGKAYANG

40 DESA KAB. SANGGALI
14 DESA KAB. KAPLAS HULU
KAB. SAMBAS , 17 DESA

34 DESA

KOTA SINGKAWANG

KAB. SINTANG

KAB. MEMPAWAH
28 DESA

KAB. MELAWI

KOTA PONTIANAK - (s
3 KELURAHAN . v KAB.
= i ol SEKADAU

KAB. KAYONG

KAB. KUBL RAYA
18 DESA

KAB. KETAPANG
43 DESA

UTARA

9 Add a footer

23 DESA




Data Desa / Kelurahan Rawan Karhutla Prov. Kalbar

lumilah Kecamatan| Jlumlah Desaf
Jumlah Desa Rawan Karhutla |Kelurahan Rawan
Mo Kabupaten f Kota Rawan Karhutla | HasilWalidasi dari Karhutla Hasil

Tahun 2017 Kab f Kota luli Validasi dari Kab

2019 S Eota luli 2019
1) Ketapang 45 18 45
2] Sintang 3 11 a4z
3) Kubu Raya 18 = 15
4] Kapuas Hulu 12 7 1z
5] Bengkayang 10 14 40
a) Sambas = 10 34
7l Kayong Utara = 5 23
a) Me m paw ah 5 a 8
9] Landak 3 10 27
10) |Sangzau 3 iz 14
11) |Se kadau 14 7 13
12) e lawe i 1 11 15
13) |[Pontianak 3 2 3
14) |Singkawang 17 3 a8
Total 182 124 F322

Sumber : BPED Kob / Kota se-Kalbor




SITUASI DAN KONDISI TERKINI PENANGGULANGAN KARHUTLA
DI PROVINSI KALBAR TAHUN 2020




Kebijakan Strategis
Provinsi Kalimantan Barat
Dalam Pengendalian—Karkutla



KEBIJAKAN STRATEGIS PROVINSI KALBAR DALAM PENGENDALIAN KARHUTLA

1.

MENERBITKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR: 39 TAHUN 2019
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN

. MELAKUKAN REVISI PERDA NO 6 TAHUN 1998 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (MASIH
DALAM PROSES PEMBAHASAN DI DPRD PROV S/D TAHUN 2020)

. MEMBERIKAN SURAT PERINGATAN KEPADA 157 PERUSAHAAN

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG TERDAPAT HOTSPOT DI AREAL
KERJANYA

. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN SERTA

MENGEMBANGKAN TANAMAN BERNILAI EKONOMI TINGGI
KRATOM/PURIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

. MEMBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH

KEPADA 20 PERUSAHAAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG
TERBUKTI TERJADI KEBAKARAN. SANKSI PIDANA DILAKUKAN OLEH
POLDA KALBAR DAN GAKKUM KLHK




KEBIJAKAN STRATEGIS PROVINSI KALBAR DALAM PENGENDALIAN KARHUTLA

6. MENERBITKAN PERGUB NO. 103 TAHUN 2020 TENTANG PEMBUKAAN
AREAL LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.

7. PENGEMBANGAN PROGRAM PS (PERHUTANAN SOSIAL) DALAM BENTUK
HUTAN DESA, HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN TANAMAN RAKYAT,
HUTAN ADAT DAN KEMITRAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI PENGELOLAAN
HUTAN LESTARI

. PROGRAM RESTORASI GAMBUT PROV KALBAR, YAITU PEMBANGUNAN SEKAT
KANAL 71 UNIT, REVITALISAI PEREKONOMIAN 46 PAKET/DESA DAN
PENDAMPINGAN 28 DESA PEDULI GAMBUT

. POSKO DARURAT BENCANA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN




KEBIJAKAN STRATEGIS PROVINSI KALBAR DALAM PENGENDALIAN KARHUTLA

10. PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT KARHUTLA MULAI TANGGAL 2
JULI SAMPAI DENGAN 31 NOVEMBER 2020

. SURAT GUBERNUR KPD BUPATI/WALIKOTA SE-KALBAR TERKAIT
PENGENDALIAN KARHUTLA 2020

. MELAKUKAN PATROLI PENCEGAHAN, KAMPANYE DAN PEMADAMAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (SATGAS KARHUTLA KALBAR, BPBD,
TNI, POLRI, MANGGALA AGNI, MPA, BRIGADE KPH, SATGAS PADA

PEMEGANG KONSESI)

13. PEMBENTUKAN 17 BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN SERTA PENGAMANAN HUTAN (BRIGDALKARHUTLAPAMHUT)
YANG TERSEBAR DI UPT KPH DINAS LHK PROV KALBAR; TERLAMPIR SK
PEMBENTUKAN BRIGDALKARHUTLAPAMHUT KPH MELAWI

14. PEMBENTUKAN 4 DESA BELAJAR PENCEGAHAN KARHUTLA DI KAB.
KUBU RAYA (KPH KUBU RAYA-GIZ FORCLIME)




Surat
Peringatan:

157 Perusahaan

109
Perusahaan
Perkebunan

48
Perusahaan
Kehutanan

PENGENAAN SANKSI

Penyegelan:

67 Perusahaan

4
Perusahaan
Perkebunan 8

20)
Perusahaan
Kehutanan

| Sanksi Administrasi
Paksaan Pemerintah

20 Perusahaan

14
Perusahaan

Perkebunan

)
Perusahaan
Kehutanan




PERGUB KALIMANTAN BARAT NO 39 TAHUN 2019 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BAR VIII
SANKS] ADMINISTRASI
Pasal 17
(1} Setiap orang yang melangear ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal
9, dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerntah;
c. pembekuan izin; dan/atau
d. pencabutan 1zin;
{2} Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. penghentian sementara konsesi selama 3 (tiga) tahun terhadap hutan dan' atau lahan yang
terbakar karena kelalaian;
b. penghentian sementara konsesi selama 5 {lima) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang
terbakar karena di sengaja;
c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; atau
d. tindakan lain vang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.
{3) Paksaan pemenntah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b termasuk pembebanan keseluruhan
biaya yang timbul akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan pada pemegang konsesi.
{4} Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d dilakukan terhadap konsesi vang
terjadi kebakaran hutan dan/ atau lahan secara I:leru[ﬂng

Terdiri dari: 9 BAB, 18 PASAL



UU 32 Tahun 2009

tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN _LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 69 ayat (2)

(2] Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-
sungguh kearifan lokal di daerah masing-
masing.

Penjelasan Pasal 69 Ayat (2)

Ayat (2)
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal
2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman
jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai
pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.



Pergub Kalbar Nomor 103 Tahun 2020

tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis’Kearifan Lokal

Bab Il
TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN
Pasal 6

1) Setiap peladang dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 (dua) hektar per kepala
keluarga sesuai dengan kearifan lokal

2) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjalaran api ke lahan
sekitarnya;

Menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;

Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;

Dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan;

Dimulai dari tepi lahan yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan;

Harus dijaga secara Bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-

benar padam;

g. Menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
h. Tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.

3) Setiap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk ditanami tanaman padi, palawija dan sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun,
wajib memberitahukan kepada perangkat desa/kelurahan.

4) Perangkat desa/kelurahan menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada camat.

5) Tata cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peratura Bupati/Walikota

~ooo0o



Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tidak boleh dilakukan di
lahan gambut.

Bab IV
PELAPORAN

Pasal 8

Perangkat daerah berkewajiban menyampaikan laporan secara berjenjang mengenai pembukaan lahan
dengan cara pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh peladang



Bab V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan lahan dengan
pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh peladang di wilayahnya masing-masing.

2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai

dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah

3) Perangkat Desa/kelurahan, Pemangku Adat dan masyarakat peduli api melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap” peladang yang melakukan pembukaan lahan denfan pembakaran yang terbatas dan terkendali di
wilayah masing-masing
4) Perangkat Desa/Kelurahan, Kepala Dusun, Temenggung melakukan pengawasan terhadap pembakaran terbatas

dan terkendali sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Surat Edaran Gubernur Kalbar Nomor 500/0925/Ass.2 tanggal 27'Maret

2020 Tentang Penyaluran CSR Perusahaan di ProvaKalbar

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 2.3 Maret 2020 2. Semua perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan,

perkebunan dan kehutanan agar menyalurkan bantuan

Kepada Cooperate Social Responsibility (CSR)  dalam bentuk
R R — sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) ke masyarakat

Pertambangan di sekitar dan di lokasi perusahaan serta

2. girekktgr Pemegang Izin Usaha 3. Melaporkan per kegiatan penyaluran Cooperate Social

y Dﬁ—; :tu:‘gi':n R — Responsibility (CSR) perusahaan ke Gubernur Kalimantan
Kehutanan Barat dan ditembuskan ke dinas-dinas yang menanganinya.
se— Kalimantan Barat
R — Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan

dilaksanakan.

SURAT EDARAN
NOMOR : 500/ 092 5 /Ass.2
TENTANG
PENYALURAN COOPERATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) PERUSAHAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sehubungan dengan semakin meluasnya penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan
sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada
tanggal 11 Maret 2020 bersama ini diminta kepada Saudara
untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan

melakukan langkah-langkah konkret yaitu :

a. Pembatasan kegiatan berkumpul dan penerapan social Tembusan :

distancing serta pemberlakuan phyisical distancing yang . ‘ i i
aman pada kendaraan angkutan karyawan; 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

b. Membudayakan dan menyediakan sarana yang 2. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
Sipedukan untuk pola hidup bersih dan sehat pada setiap 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
aryawan;
c. Sterllisasi dan pembersihan lingkiingan kerja secara g Igenten Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia di Jakarta;
berkala: impinan KPK di Jakarta;

d. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan, ruang karatina
dan isolasi untuk perawatan karyawan yang terpapar atau
dalam pemantauan



Nomor
Sifat
Lanpian
Hal

Surat Gubernur Kalbar No. 522/0937/DLHK-V tanggal 31 Maret 2020 Perihal
Pengendalian Karhutla Tahun 2020 kepada Bupati/Walikota se-Kalbar

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

53 0§37  IDLHKV Y
- Panting ;

Pontianak, 3/ Maret 2020
Kepada:
1. Bupali 88 Kalmantan Barat

= Pengendalan Kebakaran di-

Hutan Dan Lahan Tatwn 2020

Menindaidanjuti Surat Sekretaris Kabinet RI Nemor: mebm

0212020 penhal Rigalah Rapst
Kabakaran

d  Pemadaman api kebakaran hutan dan lahan pada lingkat
dikomand,

o&ww-lohmuuuwmu

disksanakan  Kepala WWP yang

m sama Wn

wmumndmummoooml TN, POLRI setempat
dan lembags lerkait lainnya;

penceg b dengan meng war
if upaya p gan resko dangan

Penanganan penyaiat yang berkaitan dengan kekesdingan dan
s3ap (ISPA) yang secara teknis dibantu UPT Instansi Vertkal di
daerah kabupatenikcta dan Dinas Kesshatan provinsi dan

kabupaten/kota yang terkai, mmm‘ﬂ
280p yang diimbulan oleh kebskaran; R bt den

Mengaickasikan  anggaran  operasional  pelaksanaan
penanggulangan kebakaran huan dan lahan secara memadai
dalam APBD kabx unituk mendukung Tim K

(D JPTD P

melalui pembuatan peta informasi potensi rawan
pemuiuman, hutan can lahan, penyusunan Rencana Induk
Sistemn Protoksi Kebakaran P«rudmaﬂ hutan dan lahan,

tentang P

Hutan dan Lahan Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020 dai
Instruksi Presiden nomor. 03 Tahun 2020 tentan|

n Kebakaran Mutan dan Lahan, bersama ini dengai

Penanggulangan
hormat daampaikan hak-hal sebagai berkut:
Mmmmmwummew'

1

Hugan dai

pada Rapat
manmmwermmommmme
adalah sedagal berkut:

b
c.

d.

Apabils Gilemukan ik api sekecll apepun di suatu wilayal
segera padamkan, jangan sampal malaas dan Uit

dan peran sefta masyarakat om
Nnuw klbdtannhuunamlahlnc
Penataan ekosistem gambut delam kawasan hidralogl gambut
dengan melakukan pembuatan sumur bor, sekat kanal, ombung

Menganjurkan kepada petani agar melakukan pertanan
h, melakukan pola tanam dan jens tanaman yang
sesuai dangan ancaman kekeringan;

Menylapkan cadangan pangan pada lokasilwilayah rawan
b untuk ga
pangan;

hasll p penangg!
hutan dan Whan di wilayahrya kepada Menten Dalam Negen,
Menteri Ling Hidup dan kepala Badan
Penanggulang;

Baral.

3 Mmmulneskan lebih lanut atas ltangkah-angkah antsipasi
tarsebul

W"mmmmn. Irigasl, termasuk

L od OPD yang membidangi

bantukan Wiayah Manaj disetiap wiayah
yang b bahaya bak ki hutan dan lahan mm)mkm-mm
| .lnlmya + mm: Y gala:
up poom " dam P inggl ol dun pegalan
DnlanPMq!Nam 100 Tahun 2018 hnhng
pan Standar Pelay Bidang P -
Hoges; Hidup dan OPD serkaitiainnya

Mewajbican kepada pelsku usaha pemanfaatsn hutan dan
pelaku usaha peranian untuk memikl sumber daya manusia,

Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambet:

Carkan solusi permanen untuk pembakaran hutsn dan kaha
bamctf akonomi;

Penagakan hukum secam tegas agar memberican efek jera bag
para pelaku;
Frokuensl patrob dan pemerkssan lapangan agar lebil
ditingkatkan.
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sarana dan prasarana penangguiangan kobakaran, serta
whan peanangguiangen kebakaran hutan dan lahan
yavv mm anggung jawabnya sesual standar yang

Memberkan sanksi tegas kepada pelaku usaha pemanfaatan
hutan dan pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi
1anggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan,
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Pemecintah Daerah dalsm Pengercalian Kebakaran Hutan dan Lishx
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MengopSimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan
Bancana Daersh kabupsenkota dalam upaya penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan o wilayahnys masing-masing;
Memonitor hotspot rawan kebakaran hutan dan lahan di deesah
abupatenkola berkoordinasi dengan BMKG;

Mendocong  keslapsiagaan Mlnoglh m Kmﬁan
Ungiungan Ndup dan
Dnm (OPD) melatd aparat m kabakaran pﬂh

JFTD Dinas

msup Diras Perkebunan, Dinas Pertanian, dan peran serta
¥ 1 bahoyn hutan dan lahan;

perundang-undangar

P-W dan Pertanian maupun Lingkungan

t dengan seluruh )sjamn
dan

m
seta dunia ussha/swasta secara aki¥ daiam penyahmam

P 9 dan P hutan dan
lahan di daerah.
Demikian untuk menjadi dan atas yang bak
diucaphkan tesimakasih
ém(wi KAUIIANYAN BARAT,

Tembusan .

1. Presiden RI cq.Menterl Sekretaris Negara Rl

2. Meateri Datam Negeri RI, di Jakarta

3. Menleri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Jokarta

4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana, di Jakarta.

5. Ketua DPRD Provins! Kalbar, di Pontianak

& Para Anggota Forum Koordnasi Pimpinan Daerah Prov. Kalbar



Pergub Kalbar Nomor 97 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Pergub No. 39 Tahun 2020 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka j 1 hidup Y

dan kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat
telah dltetapkan Peraturan Gubcmur Nomor 39 Tahun 2019
h dan P Hutan

dan Lahan,
b. bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mengatur tentang

pemberian sanksi inistratif sebagai land hukum
dalam pembebanan kewajiban terhadap pelaku usaha
dan/atau untuk lak perintah sesuai
ketentuan yang telah dipersyaratkan;

(% bahwa dalam proses pel sanksi ad if tersebut,

perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat keseriusan pelaku
usaha sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan lebih
lanjut;

d. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan kepada
pelaku/pemegang izin usaha dan /atau kcglaum yang telah
memenuhi pcrsyarata.n . sanksi -nf dan
dalam rangka dan per b
dimaksud dalam huruf c serta untuk menyesuaikan dengan
kondisi dan perkembangan saat ini, dipandang perlu
melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 39
Tahun 2019;

e. bahwa berdasarkan pertimb bagai dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

(3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :

a. penghentian sementara konsesi paling lama 5 (lima) tahun terhadap hutan
dan/atau lahan yang terbakar ; dan /atau

b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan
tindakan memulihkan fungsl lmgkungan hidup.

(4) Penghentian sementara k dimaksud pada ayat (3) huruf
a tidak hilang} tanggungj b pelaku usaha atas kewajiban
terhadap areal tersebut.

(5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk
pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan
dan/atau lahan pada pcmegang konsesl

(6) Pembekuan izin b ksud pada ayat (1) huruf c
direkomendasikan terhadap konsesi yang tidak melaksanakan paksaan
pemerintah.

(7) Pencab izin bagai dimaksud pada ayat (1) huruf d

direkomendasikan terhadap k i sebagai berikut:
a. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah
yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
b. telah yebabk terjadinya kebakaran dan/atau lahan secara
berulang.
2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan l (satu) Pasal yakni Pasal 17A,
sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut

Pasal 17A

(1) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang
lmg,kungan hidup melakuka.n evaluasi terhadap pelaksanaan sanksi
inistratif seb. ksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling singkat
6 (enam) bulan sejak diberikan sanksi administratif.
(2) Bcrdasarkan hasil evaluasi sebagaimana d|maksud pada ayat (1)
ksanaan sanksi administratif dapat dicat
a. tidak melakukan aktivitas di atas lahan yang tcrbakar
b. telah melengkapi sarana prasarana dan sistem pengendalian kebakaran
hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
& lakukan ¥ upaya I kebak hutan dan lahan
melalui pembinaan masyarakat sekitar;
d. membuat surat pernyataan yang memastikan tidak akan terjadi
kebakaran pada areal yang terbakar (yang terkena sanksi);
e. telah mengidentifikasi areal konservasi paling rendah 7 % (tujuh persen)
dari luas izin usaha; dan
f. menyampaikan laporan secara berkala tentang upaya pemenuhan

sanksi.

(3) Senappelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat gajukan
per butan sanksi apabila telah 1hi  seluruh
persyaratan sebagsumana dimaksud pada ayat (2).

(4) P butan seb dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Ditetapkandi  Pontianak
Pada tanggal 30 JUNI 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

I
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SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

AL LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 97



TANTANGAN PROVINSI KALBAR DALAM

MENANGGULANGI KARHUTLA

1. KALBAR SANGAT LUAS , DENGAN LUAS PROVINSI KALBAR
(14.680.790 Ha) YANG SEBAGIAN BESAR ADALAH LAHAN

GAMBUT

2. KALBAR MEMILIKI LUAS KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT
(124 KHG) (Sesuai Kepmenhut
SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 )

(2.801.447 Ha/21,91%)

3. AKTIFITAS PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR

4. AKSESIBILITAS (LOKASI-LOKASI YANG SULIT DICAPAI
UNTUK PEMADAMAN, AKSES SUMBER AIR YANG JAUH)



FOTO BERSAMA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, BUPATI SANGGAU,
TIM SAPUAWANG MHA KETEMENGGUNGAN TAE
PADA ACARA MUSYAWARAH ADAT BESAR DAN RITUAL ADAT GANJOR (MEMBAYAR NIAT)
DI KERAMAT ADAT TIONGKANDANG HUTAN ADAT TAE DI DESA TAE
KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU
JUM'AT / 29 MARET 2019
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UPAYA PENGENDALIAN KARHUTILA
OLEH BRIGADE PENGENDALIAN KARHUTLA KPH
DINAS LHK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020

Kegiatan Patroli Brigadedalkarhutla RPH Segedong pada
hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 di Desa Wajok Hulu Kec.
Jungkat, Kabupten Mempawah. Terdapat indikasi lahan
dibakar untuk bercocok tanam pada lahan gambut dengan
luasan kurang lebih 1 Ha. Telah dilakukan langkah-langkah
persuasif.
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Kegiatan Patroli Brigadedalkarhutla KPH Kapuas Hulu
Utara pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 di Desa
Sungai Ulu Palin Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu.
Pengendalian kebakaran lahan pada aktifitas pembukaan
ladang oleh masyarakat setempat untuk penanaman padi
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UPAYA PENGENDALIAN KARHUTIA

OLEH BRIGADE PENGENDALIAN KARHUTILA KPH
DINAS LHK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020

Kegiatan Patroli Brigadedalkarhutla KPH Bengkayang pada
hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 dalam rangka
Pengendalian kebakaran lahan pada aktifitas pembukaan
ladang oleh masyarakat setempat untuk penanaman padi
di Kabupaten Bengkayang

Kegiatan Patroli Brigadedalkarhutla KPH Bengkayang pada
hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 dalam rangka
Pengendalian kebakaran lahan pada aktifitas pembukaan
ladang oleh masyarakat setempat untuk penanaman padi
di Kabupaten Bengkayang
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PENGGELARAN PERALATAN PENANGANAN KARHUTLA
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KESIAPAN PESAWAT HELIKOPTER WATER BOMBING
KARHUTLA BNPB DAN BPBD KALBAR TAHUN 2020

SPESIFIKASI HELIKOPTER BELL 214ST

Gneral Sta d Spe on

Basic Aircraft performance Spec :
Crew: 10r2
Model :  MI-8 EX- 40007 Capacity: External: 8,000 Ib (3,630 kg) sling load
; : 2 Length: 49 ft4 in (15.03 m)
Lift Capacity : Up To 4.500 Liter Rotor diameter: 52 ft 0 in (15.85 m)
Height: 15t 11 in (4.84 m)
Endurance : Up To 4,5 Hours Disc area: 2,124 ft? (107.3 m?)
Empty weight: 9,481 Ib (4,300 kag)

Fuel Consumption : 900 Liter/Hours Max. Sakeoff wasght: 17,500 b (7,996 ko)
Powerplant: 2 x General Electric CT7-2A turboshaft, 1,625 shp (1,215 kW) each
Crew : 3s/d5Crews

Long Line : 60-100 Meter
Maximum speed: 143 knots (165 mph, 264 km/h)

Max Attitude : 15.000 Feet Cruise speed: 140 knots (161 mph, 259 km/h)
Range: 435 nmi (500 mi, 858 km)

Speed 120 knots/ 240 km/ Service ceiling: 10,400 ft (3,170 m; ceiling for hover in ground effect)
Rate of climb: 1,780 ft/min (9.04 m/s)

Performance
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SEKIAN DAN TERIMA KASIH




